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WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 4-A TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 92 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,

Menimbang

Mengingat

DAN TATA KERJA KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor & Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), telah ditetapkan
Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor
02).

a.

bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap susunan
organisasi, tugas, dan fungsi Kecamatan, maka Peraturan
Walikota" sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
diubah dan disempurnakan,

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan
Tata Kerja Kecamatan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 20),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234),
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan lembaran negara Nomor 5494),

3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

4.
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Menetapkan

5.

Nomor 5679),
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164):
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887):

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 2036):

7.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

8.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 92 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA KECAMATAN

Pasal I
Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Kecamatan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 92) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Seksi Perizinan dan Pendapatan

Pasal 13
(1) Seksi Perizinan dan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

(2) Seksi Perizinan dan Pendapatan mempunyai tugas membantu Camat
dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi,
dan pelaporan urusan perizinan dan pendapatan.

(3) Penjabaran tugas Seksi Perizinan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) adalah :

a. membuat perencanaan dan program kerja seksi:
b. memberikan rekomendasi dan perizinan di kecamatan,
Cc. menginventarisir dan mengelola potensi pendapatan di kecamatan,
d monitoring dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan potensi

pendapatan lainnya di kecamatan,
melakukan pemungutan atas retribusi daerah di wilayah kerjanya,
melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pemungut Pajak Bumi
dan Bangunan di kecamatan,

5
00 melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi, dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

e

f.
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Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada 2 xa | 4-Febrvasi 2017

WALIKOTA PADANG

MAHYELDI
Diundangkan di Padang
pada tanggal 14 kebrvari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ASNELHM
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 1i-A
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